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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.
Berdasarkan hasil temuan fakta di lapangan tentang Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan sebagai sampel perbankan syariah di Wilayah Kalimantan Selatan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan pengamatan di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, pelaksanaan jasa layanan yang berhubungan dengan jaminan, khususnya jaminan atas layanan pembiayaan murabahah, baik jaminan atas benda bergerak yang diikat dengan ketentuan tentang fidusia atau benda-benda tidak bergerak yang dilakukan pengikatan jaminan dengan bentuk hak tanggungan, prinsip-prinsip syariah berkenaan dengan jaminan syariah tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Lembaga jaminan yang dipergunakan dalam operasional perbankan syariah tetap menggunakan lembaga jaminan sebagaimana praktek yang dilakukan oleh bank-bank konvensional yang tidak berbasis syariah. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui bahwa apa yang diterapkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan tentang jaminan pada dasarnya mengandung makna yang dimaksud dalam konsep jaminan menurut hukum Islam,  namun dalam penerapannya menggunakan bentuk-bentuk yang berlaku di perbankan konvensional, hal ini dilakukan karena Fatwa DSN yang menjadi dasar dalam pembiayaan murabahah tidak mencantumkan secara jelas dan spesifik tentang jaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di samping itu lembaga jaminan syariah belum memiliki aturan yang khusus atau belum dikodifikasi. 
Ini merupakan sesuatu yang sangat kontras bahwa perbankan syariah telah mengeluarkan sejumlah layanan dengan berbasis prinsip syariah seperti layanan mudharabah, musyarakah, ijarah, akan tetapi pada layanan jasa penjaminan (dalam kaitannya dengan transaksi pembiayaan) tetap memakai penjaminan yang biasa dilakukan oleh perbankan konvensional, seperti jaminan hak tanggungan untuk obyek barang jaminan yang bersifat tetap atau tidak bergerak dan jaminan fidusia untuk obyek barang jaminan bergerak.

B. Saran.

1. Eksistensi bank syariah tidak bisa terlepas dari ketentuan perbankan pada umumnya seperti ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, rahasia bank dan lembaga jaminan. Konsep hypotik, hak tanggungan, fidusia dan gadai, telah tercakup dalam rahn. Bank syariah seharusnya menerapkan lembaga jaminan rahn saja sebagai salah satu lembaga jaminan disamping kafalah.

2. Perlu adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang hukum jaminan syariah, untuk menyatukan persepsi tentang penerapan hukum Islam dalam bidang muamalah khususnya dalam sektor keuangan dan sebagai pegangan di lingkungan Peradilan Agama dan Perbankan Syariah. Mengingat bank syariah mempunyai karasteristik yang berbeda dengan bank konvensional, maka sangat diperlukan landasan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah menjadi lebih tegas, konsiten dan komprehensif karena selama ini bank syariah belum memiliki undang-undang yang mengatur khusus, namun bank syariah hanya menggunakan undang-undang bank konvensional yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
3. Sarana penunjang operasional bank syariah belumlah memadai, sehingga berdasarkan dalil yang berbunyi : “ma la yudraku kulluh ta yutraku kulluh” bahwa apa yang tidak tercapai seluruhnya tidak (jangan) dihindari seluruhnya. namun dalil itu janganlah dijadikan dalil untuk tidak menyusun Undang-Undang Jaminan Syariah. Perlu diundangkan tentang rahn sebagai lembaga jaminan di lingkungan Bank Syariah. Serta perlu didirikan Balai Lelang Syariah untuk menindaklanjuti penyeselesaian sengketa.
4. Penelitian ini hanya mengukur tentang penerapan hukum jaminan di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan sebagai sampel perbankan syariah di Wilayah Kalimantan Selatan, maka belum bisa digeneralisasi secara nasional, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui penerapannya secara nasional dengan memperluas wilayah penelitian dalam rangka mendukung adanya kodifikasi di bidang ekonomi syariah terutama di bidang jaminan syariah.
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